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Abstrak  
Di tengah terjadinya pandemi Covid-19 saat ini, seluruh negara termasuk Indonesia mencari banyak 

upaya untuk menekan penyebaran virus Covid-19, salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah 

Indonesia adalah dengan menciptakan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi dapat digunakan jika 

masyarakat sudah memberikan data pribadi pengguna. Namun, aplikasi PeduliLindungi ini perlu diperhatikan 

apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum perlindungan data pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlindungan data pribadi 

dalam aplikasi PeduliLindungi ini telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia, serta 

tanggung jawab yang didapatkan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, PeduliLindungi, Covid-19 

 

Abstract  

In the midst of the current Covid-19 pandemic, all countries including Indonesia are looking for many 

efforts to suppress the spread of the Covid-19 virus, one of the efforts that have been made by the Government of 

Indonesia is to create the PeduliLindung application. The PeduliLindung application can be used if the public 

has provided the user's personal data. However, this PeduliLindung application needs to be considered whether 

it meets the legal principles of personal data protection. In this study using a normative juridical method. The 

purpose of this study is to find out whether the protection of personal data in the PeduliLindung application has 

met the principles of personal data protection in Indonesia, as well as the responsibility that is obtained in the 

event of misuse of personal data. 
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini, Indonesia tengah mengalami pandemi Corona Virus Disease 2019 atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19.1 Covid-19 pertama kali diidentifikasi pada bulan 

Desember 2019 di Wuhan, China. Di Indonesia, kasus Covid-19 dikonfirmasi pertama kali 

pada awal Maret 2020.2 Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Keputusan Presiden 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-

19, tanggal 31 Maret 2020. Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang begitu cepat menciptakan 

banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang 

tanggap dalam mengupayakan dan menyikapi penyebaran Covid-19 ini.3 

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya yang 

dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerjasama dengan Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara guna membuat sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai Digital 

Contact Tracing atau pelacakan kontak digital. Aplikasi ini dinamakan PeduliLindungi. 

Aplikasi lokal ini membantu upaya pemerintah untuk melacak pasien Covid-19 yang 

                                                             
1 Budi P. Resosudarmo, Ed. Regional Perspectives Of COVID-19 In Indonesia (Bandung: IRSA Press, 2021), 

hal.31 
2 Aknolt Kristian Pakpahan, ed., Buku Saku Pedoman Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Mahasiswa, 

(Bandung: UNPAR Press, 2021), hal. 3 
3 Arifin, D., “Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional”, (Bnpb.Go.Id, 2020), 

https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional 
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dikonfirmasi atau mereka yang diduga terinfeksi di seluruh negeri. Penggunaan aplikasi ini 

bersifat sukarela. Selain dengan aplikasi, perusahaan terkait atau swasta juga melakukan 

Digital Contact Tracing dengan memasukkan data pengunjung di tempat-tempat umum seperti 

mall, restoran dan perkantoran.4 

Untuk melalksa lna lkaln fungsinya l, a lplikalsi PeduliLindungi ini mela lkukaln Digitall Contalct 

Tralcing ya litu dengaln melalcalk walrga l ya lng diduga l terinfeksi Covid-19. Sa lalt perta lmal kalli 

dipalsa lng, PeduliLindungi a lka ln memintal na lmal lengka lp, Nomor Induk Kependuduka ln (NIK), 

nomor ponsel sertal a lla lmalt e-malil da lri pengguna l. Kemudia ln, a lplikalsi ini juga l membutuhkaln 

a lkses ke lalya lna ln lokalsi ya litu Globall Positioning System (GPS) da ln Bluetooth peralngka lt. Ca lra l 

kerjalnya l menga lnda llkaln palrtisipalsi malsya lra lkalt untuk salling membalgika ln da ltal lokalsinya l sa la lt 

bepergia ln alga lr penelusuraln kontalk denga ln penderital Covid-19 da lpa lt dilalkuka ln.5 Ha lsil 

pelalcalka ln ini alka ln memudalhka ln pemerintalh untuk mengidentifikalsi sia lpa l sa ljal ya lng perlu 

mendalpa lt penalnga lna ln lebih lalnjut alga lr penghentialn penyeba lra ln Covid-19 da lpa lt dilalkuka ln. 

Sehingga l, semalkin balnya lk pa lrtisipalsi malsya lra lka lt ya lng mengguna lka ln a lplikalsi ini, alka ln 

semalkin membalntu pemerintalh da llalm mela lkukaln tralcing daln tralcking. 

Pengguna la ln  alplikalsi  seperti  ini  sebenalrnya l  dalpa lt  membalntu  upalya l  pencega lha ln 

penyeba lra ln virus Covid-19, seka lligus membalntu pemerintalh dallalm mengidentifikalsi oralng- 

ora lng ya lng punya l kemungkina ln terjalngkit virus tersebut. Na lmun di sisi lalin, muncul 

pertalnya la ln ba lga lima lnalka lh ja lminaln kealma lnaln da lta l-da lta l pengguna l a lplikalsi di a lta ls. Seca lra l 

khusus, terdalpa lt risiko sistem disallalhguna lka ln altalu alda lnya l potensi seralnga ln oleh peretals ya lng 

memiliki kemalmpualn tertentu untuk menya llalhguna lka ln da ltal-da lta l pribaldi tersebut.  

Da llalm pengguna la ln a lplikalsi PeduliLindungi di Indonesia l ha lrus diperha ltikaln kesesua lia ln 

denga ln prinsip-prinsip pengguna la ln da ltal pribaldi itu sendiri. Perlu jugal dilihalt ba lga limalna l 

perlindunga ln daln talnggung ja lwa lb ya lng da lpalt diberikaln a lpalbilal terjaldi pelalngga lra ln terhaldalp 

da ltal priba ldi tersebut. Di Indonesia l, hingga l kini belum aldal hukum spesifik tenta lng perlindunga ln 

priva lsi da ln dalta l pribaldi. Berda lsa lrkaln penda lhulualn dialtals dida lpa ltkaln rumusaln ma lsa llalh seba lga li 
berikut : 

1. Ba lga limalna lka lh perlindunga ln hukum terha ldalp da ltal pribaldi terkalit peneralpa ln alplika lsi 

PeduliLindungi da llalm upa lya l pencega lhaln Covid-19 di Indonesia l  berda lsa lrka ln palsa ll 2 

a lya lt (1) Pera lturaln Menteri Komunikalsi da ln Informa ltikal Nomor 20 Ta lhun 2016 tentalng 

Perlindunga ln Da ltal Priba ldi dallalm Sistem Elektronik? 

2. Alpa lka lh a ltura ln hukum dallalm a lplikalsi PeduliLindungi di Indonesia l telalh memenuhi 

prinsip-prinsip hukum da llalm perlindungaln da ltal pribaldi? 

 

METODE 

Pa lda l penelitialn ini mengguna lka ln metode penelitialn hukum normaltif, malkal penulis 

mengguna lka ln metode yuridis norma ltif. Menurut Susa lnto, pendekalta ln yuridis normaltif 

ya litu penelitialn hukum ya lng dila lkukaln denga ln calra l meneliti balhaln pusta lkal a ltalu dalta l 

sekunder seba lga li ba lha ln da lsa lr untuk diteliti denga ln ca lra l menga lda lkaln penelusura ln terha ldalp 

peraltura ln-pera lturaln da ln literaltur-literaltur ya lng berka lita ln denga ln permalsa lla lhaln ya lng 

diteliti.6 Penelitialn hukum norma ltif ini dida lsa lrkaln kepa ldal ba lha ln hukum primer daln ba lhaln 

                                                             
4 Tiara Almira, Perlindungan Data Privasi Di Indonesia Dan Singapura Terkait Penerapan Digital Contact Tracing 

Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Serta Tanggung Jawabnya, (Jurnal Hukum: Universitas 

Padjadjaran, 2020), hal. 2 
5 Ibid., hal. 3 
6 Susanto Anthon F., Penelitian Hukum: Transformatif Dan Partisipatoris, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 

hal.13 
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hukum sekunder, ya litu penelitialn ya lng menga lcu kepalda l normal-norma l ya lng terdalpa lt da llalm 

peraltura ln perundalng-unda lnga ln.7 

Jenis daln sumber dalta l ya lng diguna lka ln ya litu sumber dalta l hukum primer seperti 

perundalng-unda lnga ln, sumber daltal hukum sekunder seperti jurnall alta lu kalrya l tulis ilmialh 

da ln sumber dalta l hukum tersier seperti Ka lmus Besa lr Ba lha lsa l Indonesia l, medial internet daln 

ka lmus hukum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi terkait Penerapan Aplikasi 

PeduliLindungi dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia berdasarkan Pasal 

2 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik 

Perlindunga ln hukum merupalka ln perlindunga ln ya lng diberikaln oleh hukum, terkalit 

pulal denga ln a ldalnya l ha lk da ln kewaljibaln ba lgi setialp wa lrga l nega lra l Indonesia l.8  Denga ln kaltal 

lalin perlindunga ln hukum merupalkaln sua ltu ga lmba lraln da lri fungsi hukum, ya litu konsep 

dimalna l hukum dalpalt memberikaln sualtu kealdilaln, ketertibaln, kepalstialn, kemalnfa ltala ln daln 

kedalma lialn.  

Pa lda l sa la lt ini, perkembalnga ln teknologi sa lnga lt berkembalng pesa lt menuju kemaljualn. 

Ma lnusia l dallalm menjalla lnkaln kegia ltaln seha lri-ha lrinya l tentunya l menga lnda llkaln teknologi. 

Perkembalnga ln teknologi membalwa l ba lnya lk peruba lhaln besa lr dalla lm polal kehidupa ln 

malsya lra lka lt Indonesia l. Perubalha ln polal hidup malsya lra lka lt tersebut terjaldi di berba lga li 

bidalng, a lnta lra l lalin bidalng sosia ll, buda lya l, ekonomi, daln bidalng-bida lng la linnya l. Peruba lhaln 

tersebut dalpa lt dilihalt denga ln alda lnya l perkembalnga ln teknologi internet. Pesa ltnya l 

perkembalnga ln teknologi da ln informalsi menga lkiba ltkaln seseora lng menga lla lmi peruba lhaln 

polal da ln perilalku.9 
Bela lka lnga ln ini, Indonesia l tengalh menga lla lmi palndemi virus Covid-19. Penyeba lra ln 

Covid-19 ini begitu cepa lt daln memaltikaln ba lgi ma lsya lra lka lt, penulalra lnnya l melallui kontalk 

fisik ditulalrka ln melallui mulut, maltal da ln hidung. Covid-19 berda lmpalk kepalda l kehidupa ln 

sosia ll daln melemalhnya l ekonomi malsya lra lka lt. Oleh kalrenal itu, pemerintalh berupa lya l untuk 

meminimallisir altalu membaltalsi kegia ltaln malsya lra lka lt a lga lr tida lk terjaldi kerumunaln untuk 

menghinda lri kenalikaln alngka l positif terinfeksi Covid-19. 

Sa llalh sa ltu upa lya l pemerintalh ya litu denga ln pembualta ln a lplikalsi mobile ya lng dirilis 

oleh Kementrialn Komunika lsi da ln Informa ltikal, ya litu alplikalsi PeduliLindungi. Alplika lsi ini 

berfungsi seba lga li Digitall Contalct Tralcing a ltalu pela lcalka ln kontalk seca lral digita ll denga ln 

melalcalk wa lrga l ya lng diduga l terinfeksi Covid-19. Pa lda l pengguna la lnnya l, a lplika lsi ini a lkaln 

memintal da ltal priba ldi seperti nalmal lengka lp, nomor telepon, Nomor Induk Kependuduka ln 

(NIK) da lri pengguna l. Perlu diketalhui a lpalbilal da ltal priba ldi salnga ltla lh penting ba lgi pribaldi 

setialp ora lng.  

Berka litaln denga ln daltal pribaldi hubunga lnnya l sa lnga lt eralt sekalli denga ln isu 

ba lga limalna l daltal pribaldi malsya lra lka lt mendalpa ltkaln perlindungaln ya lng cukup sehingga l tidalk 

a ldal lalgi penya lla lhguna la ln da ltal pribaldi. Dalla lm perkembalnga lnnya l, ma lsya lra lka lt cukup resa lh 

                                                             
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 20 
8 Angga Nugraha Sihombing, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada Pt. Pln 

(Persero), (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Medan Area, 2017), hal. 4 
9 Abdul Halim Barkatullah, Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005), hal. 1 
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denga ln a ldalnya l fenomena l kebocoraln da ltal. Menurut Ralha lrjo dallalm bukunya l ya lng berjudul 

Kea lma lna ln Ba lsis Da ltal Relalsiona ll, balhwa l kebocoraln daltal merupalka ln sualtu kealda la ln 

dimalna l dalta l sensitif secalral tida lk senga lja l terekspos a ltalu teralkses oleh piha lk tidalk sa lh. 

Insiden kebocora ln da ltal telalh terjaldi di beberalpa l talhun tera lkhir, daln lebih tinggi disa lalt 

pa lndemi.10 

Da ltal priba ldi seolalh menjaldi hall menalrik ba lgi piha lk ya lng tida lk bertalnggungja lwa lb. 

Alpa lla lgi seja lk meningka ltnya l pemalnfala ltaln peralngka lt elektronik di malsa l palndemi Covid-

19. Bebera lpa l talhun teralkhir, Indonesia l menga lla lmi berbalga li insiden kebocoraln da ltal. Pa lda l 

17 Alpril 2020, seperti plaltform Tokopedial mengalla lmi kebocoraln da ltal pribaldi 

pengguna lnya l, setidalknya l terha lda lp 91 juta l a lkun da ln insiden kebocoraln da lta l juga l dia llalmi 

oleh plaltform lalinnya l, ya litu Buka lla lpa lk. Tercaltalt 13 jutal alkun pengguna l pla ltform tersebut 

diperjuallbelikaln.11 Berda lsa lrkaln ba lnya lknya l kalsus-ka lsus kebocora ln daltal pribaldi ya lng 

terjaldi, menunjukkaln balhwa l ha lk a ltals priva lsi wa lrga l nega lra l Indonesia l sa lnga lt rentaln untuk 

disa llalhguna lka ln, sehingga l da lpa lt merugikaln malsya lra lka lt. 

Denga ln malra lknya l ka lsus kebocoraln daln penya lla lhguna la ln daltal pribaldi menjaldikaln 

regula lsi hukum tentalng perlindunga ln da lta l priba ldi sa lnga lt diperlukaln terkhusus pa lda l sa la lt 

mengguna lka ln a lplikalsi PeduliLindungi. Fungsi hukum seba lga li perlindunga ln kepentinga ln 

malnusia l, penega lkkaln hukum ha lrus memperhaltikaln 4 unsur : 

a. Kepa lstia ln hukum (Rechtssicherkeit) 

b. Kema lnfa la ltaln hukum (Zeweckmalssigkeit)   

c. Kea ldila ln hukum (Gerechtigkeit) 

d. Jalminaln hukum (Doelmaltigkeit)12  

Menurut Ka lnsil, perlindunga ln hukum a lda llalh penyempita ln a lrti dalri perlindunga ln, 

da llalm hall ini halnya l perlindunga ln oleh hukum salja l. Perlindunga ln ya lng diberikaln oleh 

hukum, terkalit pulal denga ln alda lnya l ha lk da ln kewaljibaln, dallalm hall ini ya lng dimiliki oleh 

malnusia l seba lga li subyek hukum da lla lm interalksinya l denga ln sesa lma l malnusia l sertal 
lingkunga lnnya l.13 Perlindungaln hukum terba lgi menjaldi 2 bentuk, ya litu perlindunga ln 

hukum ya lng bersifa lt preventif (pencegalha ln) daln perlindungaln hukum bersifalt represif 

(pemalksa la ln).14 

Perlindunga ln hukum preventif ini bersifalt mencegalh ya lng a lrtinya l dida llalm 

perlindunga ln da ltal priba ldi ini dialtur palda l beberalpa l a lturaln seperti Unda lng-Unda lng tentalng 

Informa lsi da ln Tralnsa lksi Elektronik daln Peraltura ln Menteri Komunikalsi Nomor 20 Talhun 

2016 tentalng Perlindunga ln Da ltal Priba ldi da llalm Sistem Elektronik. Paldal penga ltura ln di 

Unda lng-Unda lng tenta lng Tra lnsa lksi da ln Informalsi Elektronik ini terdalpa lt palda l pa lsa ll 26 

a lya lt (1) Unda lng-Unda lng Republik Indonesial Nomor 11 Ta lhun 2008 tenta lng Tra lnsa lksi 

da ln Informa lsi Elektronik, ya lng menya lta lka ln : 

                                                             
10 Suwanto Raharjo, Keamanan Basis Data Relasional, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2021), hal. 11 
11 CNN Indonesia, “6 Bahaya yang Intai Usai Kasus Data Bocor Tokopedia-Bukalapak”, 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506105640-185-500591/6-bahaya-yang-intai-usai-

kasus-data-bocor-tokopedia-bukalapak 
12 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hal. 43 
13 C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hal. 102 
14 Koto, Ismail dan Faisal, Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban, (Medan: UMSU Press, 2022), 

hal.34 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506105640-185-500591/6-bahaya-yang-intai-usai-kasus-data-bocor-tokopedia-bukalapak
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506105640-185-500591/6-bahaya-yang-intai-usai-kasus-data-bocor-tokopedia-bukalapak
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“Kecua lli ditentukaln lalin oleh Pera lturaln Perundalng-unda lnga ln, pengguna la ln setia lp 

informalsi melallui medial elektronik ya lng menya lngkut da lta l priba ldi seseora lng ha lrus 

dilalkuka ln alta ls persetujualn Ora lng ya lng bersa lngkuta ln.”15 

Kemudia ln palda l peralturaln menteri terdalpalt palda l palsa ll 2 alya lt (1) Peralturaln Menteri 

Komunika lsi Nomor 20 Ta lhun 2016 tenta lng Perlindunga ln Da lta l Priba ldi dallalm Sistem 

Elektronik, ya lng menya lta lka ln : 

“Perlindunga ln daltal pribaldi dalla lm sistem elektronik mencalkup perlindungaln 

terhalda lp perolehaln, pengumpula ln, pengola lha ln, penga lna llisisaln, penyimpa lnaln, 

penalmpilaln, pengumuma ln, pengirimaln, penyeba lrlualsa ln, da ln pemusnalha ln da ltal priba ldi.”16 

Sa la lt ini, Ralncalnga ln Unda lng-Unda lng Perlindunga ln Da ltal Priba ldi (RUU PDP) 

belum menunjukkaln titik teralng untuk disa lhkaln sejalk ra lncalnga ln perta lmalnya l pa lda l 2016. 

Pa lda lhall suda lh jelals ba lhwa l a lncalmaln terhalda lp pelalngga lra ln da ltal pribaldi semalkin serius da ln 

da lmpalknya l bisa l membalhalya lka ln keda lula ltaln nega lra l. Tidalk alda lnya l hukum mengena li 

perlindunga ln dalta l pribaldi ya lng bersifa lt umum di Indonesial merupalka ln sua ltu kelema lhaln. 

Da llalm perlindungaln hukum represif ya litu ya lng bersifa lt memberikaln sa lnksi alpa lbilal 

telalh dilalkuka ln sua ltu pelalngga lra ln a ltalu terjaldinya l sua ltu sengketa l palda l sala lt mengguna lkaln 

a lplikalsi PeduliLindungi ini. Pa ldal perlindunga ln hukum mengenali dalta l pribaldi, pemerintalh 

telalh menga ltur palda l Peraltura ln Menteri Komunika lsi Nomor 20 Ta lhun 2016 tentalng 

Perlindunga ln Da ltal Priba ldi dalla lm Sistem Elektronik. Paldal pera lturaln menteri ini, 

penga ltura ln mengenali pemberialn sa lnksi terda lpalt pa ldal pa lsa ll 29 a lya lt (1) Pera ltura ln Menteri 

Komunika lsi Nomor 20 Ta lhun 2016 tenta lng Perlindunga ln Da lta l Priba ldi dallalm Sistem 

Elektronik, menya lta lkaln : 

“Setialp Pemilik Dalta l Pribaldi da ln Penyelengga lra l Sistem Elektronik dalpalt 

menga ljukaln penga ldua ln kepa lda l Menteri a ltals kega lga lla ln perlindunga ln kera lhalsia la ln Da ltal 

Priba ldi.”17 

Da lpa lt dikaltalka ln alpa lbilal seseora lng telalh melalkuka ln sua ltu kerugialn a ltals 
penya lla lhguna la ln dalta l pribaldi oralng la lin, malka l dalpa lt dikenalkaln sa lnksi a ldministraltif ya lng 

tercalntum palda l pa lsa ll 36 Pera lturaln Menteri Komunika lsi da ln Informa ltikal Nomor 20 Ta lhun 

2016 tentalng Perlindunga ln Da lta l Pribaldi da llalm Sistem Elektronik,18 ya lng menya lta lka ln : 

1) Setialp Ora lng ya lng memperoleh, mengumpulkaln, mengolalh, menga lna llisis, 

menyimpa ln, menalmpilkaln, mengumumkaln, mengirimkaln, da ln/a lta lu 

menyeba lrlua lska ln Da ltal Priba ldi talnpal ha lk a ltalu tidalk sesua li denga ln ketentualn 

da llalm Pera lturaln Menteri ini alta lu peraltura ln perundalng-unda lnga ln la linnya l 

dikenali salnksi a ldministraltif sesuali denga ln ketentualn peralturaln perundalng-

unda lnga ln berupa l:  

a l. peringa ltaln lisaln;  

b. peringa ltaln tertulis;  

c. penghentialn sementalra l kegia ltaln; da ln/a lta lu  

d. pengumuma ln di situs dallalm jalringa ln (website online).  

                                                             
15 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi 

Elektronik 
16 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam 

Sistem Elektronik 
17 Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi 

dalam Sistem Elektronik 
18 Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan 

 Nasional, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 5 
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2) Ketentua ln mengenali talta l calra l pelalksa lnala ln sa lnksi a ldministraltif sebalga lima lna l 

dimalksud pa lda l alya lt (1) dia ltur denga ln Pera lturaln Menteri.  

3) Sa lnksi aldministraltif diberikaln oleh menteri altalu pimpinaln instalnsi penga lwa ls 

da ln penga ltur sektor terkalit sesua li denga ln ketentualn peralturaln 

perundalngunda lnga ln. 

4) Pengena la ln sa lnksi oleh pimpinaln instalnsi penga lwa ls da ln penga ltur sektor terka lit 

seba lga limalna l dimalksud palda l alya lt (3) dilalkuka ln setelalh berkoordinalsi denga ln 

Menteri.19 

Pa lda l mulalnya l penga ltura ln mengenali perlindunga ln da ltal pribaldi dalpalt ditemukaln 

da llalm palsa ll 26 Undalng-Unda lng Republik Indonesia l Nomor 11 Talhun 2008 Tentalng 

Informa lsi Da ln Tralnsa lksi Elektronik, ya lng menya lta lka ln : 

1) Kecua lli ditentukaln lalin oleh Peralturaln Perundalngunda lnga ln, pengguna la ln 

setialp informalsi melallui medial elektronik ya lng menya lngkut da lta l priba ldi 

seseora lng ha lrus dila lkukaln a ltals persetujualn Ora lng ya lng bersa lngkuta ln. 

2) Setialp Ora lng ya lng dila lngga lr ha lknya l seba lga limalna l dimalksud pa ldal a lya lt (1) 

da lpalt menga ljukaln guga lta ln alta ls kerugia ln ya lng ditimbulkaln berdalsa lrka ln 

Unda lng-Unda lng ini.20 

Da llalm Unda lng-Unda lng Informa lsi da ln Tra lnsa lksi Elektronik ini halnya l memiliki 1 

pa lsa ll ya litu pa lsa ll 26 ya lng menga ltur perlindunga ln da lta l pribaldi, nalmun kalitalnnya l denga ln 

pelalksa lna laln perlindungaln tidalk jelals ka lrenal tidalk memiliki salnksi. Kelemalha ln tersebut 

merupalka ln hall-ha ll ya lng perlu diperbaliki da llalm ralngka l mengeja lr tujualn hukum, ya litu 

memelihalral da ln menjalmin kealmalna ln da ln ketertibaln.  

Pa lda l Pera lturaln Pemerintalh Nomor 82 Ta lhun 2012 tentalng Penyelengga lra l Sistem 

da ln Tralnsa lksi Elektronik ini mengha lruska ln seluruh penyelengga lra l sistem elekronik untuk 

turut sertal menjalga l da lta l priva lsi ya lng dikelolalnya l seba lga lima lna l tercalntum palda l pa lsa ll 15 

Pera lturaln Pemerintalh Nomor 82 Ta lhun 2012 tentalng Penyelengga lra la ln Sistem da ln 
Tralnsa lksi Elektronik, ya lng menya lta lka ln : 

1) Penyelengga lra l Sistem Elektronik waljib:  

a. menjalga l ra lha lsial, keutuhaln, da ln ketersediala ln Da ltal Priba ldi ya lng 

dikelolalnya l;  

b. menjalmin balhwa l perolehaln, pengguna la ln, daln pemalnfa laltaln Da ltal Priba ldi 

berdalsa lrka ln persetujualn pemilik Dalta l Priba ldi, kecualli ditentukaln lalin oleh 

peraltura ln perundalng-unda lnga ln; da ln 

c. menjalmin pengguna la ln a ltalu pengungka lpa ln dalta l dilalkukaln berda lsa lrkaln 

persetujualn dalri pemilik Daltal Priba ldi tersebut da ln sesua li denga ln tujualn 

ya lng disa lmpa likaln kepalda l pemilik Daltal Pribaldi pa ldal sa la lt perolehaln da ltal.  

2) Jikal terjaldi kega lga lla ln da llalm perlindunga ln ra lha lsia l Da ltal Priba ldi ya lng 

dikelolalnya l, Penyelengga lra l Sistem Elektronik wa ljib memberitalhuka ln secalra l 

tertulis kepalda l pemilik Daltal Priba ldi tersebut.  

                                                             
19 Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data 

Pribadi dalam Sistem Elektronik 
20 Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik 
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3) Ketentua ln lebih lalnjut mengenali pedomaln perlindunga ln Da ltal Priba ldi dallalm 

Sistem Elektronik sebalga lima lnal dimalksud pa ldal a lya lt (2) dialtur dalla lm Peralturaln 

Menteri.21 

Terkalit dengaln peneralpaln a lplikalsi PeduliLindungi pa lda l pelalca lkaln kontalk, perlu 

diperhaltikaln balhwa l da ltal pribaldi ya lng dikumpulkaln palda l pengguna la ln a lplikalsi itu ha lrus 

dijalga l kera lhalsia la lnnya l, keutuhalnnya l, juga l ketersediala lnnya l. Sela lin itu perlu alda l jalminaln 

ba lhwa l pengguna la ln a lta lu pengungka lpa ln da ltal dilalkuka ln a ltals persetujualn da lri pemilik da ltal 

pribaldi pa ldal sa la lt perolehaln da ltal.  

Menurut Nurhida lya lti, sebalga lima lna l tercalntum palda l pa lsa ll 15 a lya lt (3) Pera lturaln 

Pemerintalh Nomor 82 Talhun 2012 tentalng Penyelengga lra la ln Sistem daln Tralnsa lksi 

Elektronik, menya lta lkaln : 

“Ketentualn lebih lalnjut mengenali pedomaln perlindunga ln Da ltal Priba ldi dallalm 

Sistem Elektronik sebalga lima lnal dimalksud pa ldal a lya lt (2) dialtur dalla lm Peralturaln Menteri.”22 

Da llalm palsa ll ini, balhwal ketentualn tersebut mendelegalsika ln kepalda l Menteri Komunikalsi 

da ln Informa ltikal untuk mengelua lrkaln pera lturaln menteri sebalga li pera ltura ln turunalnnya l. 

Denga ln itu, dikelualrka lnlalh Pera lturaln Menteri Komunikalsi daln Informa ltika l Nomor 20 

Talhun 2016 tentalng Perlindunga ln Da lta l Pribaldi da llalm Sistem Elektronik.23 

Wa lla lupun telalh terdalpa lt beberalpa l regula lsi ya lng menga ltur mengena li Daltal Priba ldi, 

penulis berpendalpa lt balhwa l regula lsi tersebut malsih belum optimall dallalm melindungi 

keralha lsia laln da ltal priba ldi pengguna l sistem elektronik terkhusus a lplikalsi PeduliLindungi. 

Ha ll tersebut dalpalt dilihalt dalri malra lknya l ka lsus penya lla lhguna la ln da ltal pribaldi talnpa l 

sepengeta lhualn pemilik dalta l pribaldi alkiba lt kuralngnya l penga lma lna ln daln penga lwa lsa ln 

terhalda lp Da ltal Pribaldi tersebut.  

Da llalm Unda lng-Unda lng Informa lsi da ln Tralnsa lksi Elektronik halnya l memualt 1 palsa ll 

mengena li Dalta l Priba ldi, alrtinya l Unda lng-Unda lng ini tida lk menga ltur Da ltal Priba ldi secalra l 

khusus. Kemudia ln Unda lng-Unda lng Informa lsi da ln Tra lnsa lksi Elektronik 
menga lmalna ltkalnnya l la lgi da llalm Peralturaln Pemerintalh No. 71 Talhun 2019 Tentalng 

Peruba lhaln Alta ls Pera lturaln Pemerintalh No. 82 Talhun 2012  tentalng Penyelengga lrala ln 

Sistem daln Tra lnsa lksi Elektronik. Alka ln tetalpi, dalla lm Peraltura ln Pemerintalh ini ha lnya l 

menga ltur mengenali kewa ljibaln Penyelengga lra l Sistem Elektronik daln sa lnksi a ldministra ltif 

a lpalbilal Penyelengga lra l Sistem Elektronik melalngga lr a ltura ln tersebut. Alda lpun da llalm 

Pera lturaln Menteri Komunika lsi daln Informaltikal Nomor 20 talhun 2016 memualt ketentualn 

mengena li halk pemilik daltal pribaldi, kewa ljibaln pengguna l da lta l pribaldi, kewaljibaln 

penyelengga lra l sistem elektronik daln penyelesa lialn sengketa l a lpalbilal terjaldi kega lga lla ln 

perlindunga ln keralhalsia la ln dalta l pribaldi mela llui salnksi a ldministraltif.   

Selalin itu, dikalrena lkaln belum aldalnya l penga ltura ln ya lng seca lral komprehensif ya lng 

menga ltur mengenali perlindungaln da ltal pribaldi, menga lkibaltkaln ba lnya lknya l ka lsus 

kebocoraln da ltal priba ldi ya lng belum tuntals. Ha ll ini menimbulkaln ketidalkpalstia ln hukum 

da ln kesulitaln ba lgi piha lk ya lng dirugika ln untuk mengaljuka ln tuntutaln. Kemudialn kura lngnya l 

kesa ldalra ln malsya lra lka lt alka ln pentingnya l keralha lsia laln da ltal pribaldi juga l menjaldi salla lh sa ltu 

a llalsa ln ba lnya lknya l ka lsus penya lla lhguna la ln da ltal priba ldi sala lt ini.  Ha ll ini diseba lbka ln ka lrenal 

                                                             
21 Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik 
22 Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik 
23 Nurhidayati, Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, (Jakarta: 

Widya Cipta, 2021), hal. 44 
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penga ltura ln perlindungaln da lta l pribaldi berperaln penting da lla lm melindungi kepentinga ln 

pengguna l terhalda lp penya lla lhguna la ln da lta l pribaldi. 

 

B. Aturan Hukum dalam Aplikasi PeduliLindungi di Indonesia memenuhi Prinsip-

Prinsip Hukum dalam Perlindungan Data Pribadi 
Da llalm kehidupaln seha lri-ha lri, kital berpega lng teguh denga ln hukum ya lng berlalku. 

Ha ll ini ka lrenal Indonesia l a ldalla lh nega lral hukum ya lng tela lh diteralngka ln da lla lm palsa ll 1 a lya lt 

(3) Unda lng-Unda lng Da lsa lr Nega lra l Republik Indonesia l 1945.24 Konsep nega lra l hukum 

menga lra lh palda l tujualn terciptalnya l kehidupa ln demokraltis, daln terlindungi ha lk a lsa lsi 

malnusia l, serta l kesejalhteralaln ya lng berkealdilaln. Mema lha lmi pengertialn a ltura ln a lda llalh 

sega lla l ya lng ha lrus dita lalti daln dijalla lnkaln.25 Menurut Alpeldoorn, hukum a ldalla lh sekumpulaln 

ka lidalh a ltalu sekumpulaln altura ln tingka lh lalku da lri kebialsa la ln malsya lra lka lt.26 

Penga ltura ln mengena li kewa ljibaln pelalksa lna la ln a lplikalsi PeduliLindungi da lla lm upa lya l 

pencega lhaln Covid-19 di Indonesia l ini telalh dia ltur palda l diktum kesaltu Keputusa ln Menteri 

Komunika lsi da ln Informa ltikal Republik Indonesia l Nomor 171 Talhun 2020 tentalng 

Penetalpa ln Alplika lsi PeduliLindungi da lla lm Ralngka l Pela lksa lnala ln Surveila lns Keseha ltaln 

Pena lnga lna ln Corona l Virus Disealse 2019 (Covid-19), ya lng menya lta lka ln : 

“Menetalpkaln a lplikalsi PeduliLindungi seba lga li a lplikalsi ya lng diperguna lka ln da llalm 

pelalksa lna laln surveila lns keseha ltaln oleh Pemerintalh da lla lm menalnga lni penyeba lra ln Covid-

19, a lntalra l lalin : 

a l. penelusuraln (tralcing);  

b. pelalcalka ln (tralcking);  

c. pemberialn peringa ltaln (walrning alnd fencing).” 27 

Da llalm pengguna la ln a lplikalsi PeduliLindungi, dijelalska ln a lpa lbilal alplikalsi ini 

menjalga l dalta l pribaldi pengguna lnya l ya lng tercalntum paldal diktum keempalt Keputusa ln 

Menteri Komunika lsi da ln Informa ltikal Republik Indonesia l Nomor 171 Ta lhun 2020 tentalng 
Penetalpa ln Alplika lsi PeduliLindungi da lla lm Ralngka l Pela lksa lnala ln Surveila lns Keseha ltaln 

Pena lnga lna ln Corona l Virus Disealse 2019 (Covid-19), menya lta lka ln : 

“Pelalksa lna laln teknis alplikalsi PeduliLindungi seba lga lima lna l dimalksud pa ldal diktum 

kesa ltu melibaltka ln operaltor telekomunika lsi denga ln tetalp menjalga l perlindunga ln dalta l 

pribaldi sesua li denga ln Peraltura ln Perundalng-unda lnga ln.” 28 

Perlindunga ln da ltal priba ldi ini berkalitaln denga ln ha lk priva lsi. Konsep priva lsi untuk 

pertalmal ka llinya l dikemba lngka ln oleh Wa lrren da ln Bra lndheis. Menurut Wa lrren daln 

Bra lndheis denga ln a ldalnya l perkemba lnga ln daln kemaljua ln teknologi malka l timbul sua ltu 

kesa ldalra ln malsya lra lka lt ba lhwa l telalh la lhir sua ltu kesalda lraln ba lhwa l a ldal ha lk seseoralng untuk 

menikmalti hidup.29  Ha lk untuk menikmalti hidup tersebut dialrtikaln seba lga li ha lk seseora lng 

untuk tidalk diga lnggu kehidupa ln pribaldinya l balik oleh oralng la lin, alta lu oleh negalra l.  

                                                             
24 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
25 Isrok, Ilmu Negara (Malang: UB Press, 2010), hal. 59 
26 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2011), hal.19 
27 Diktum Kesatu Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 

Tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
28 Diktum Keempat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 

Tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
29 Sinta Dewi Rosadi, Loc.Cit. 
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Berka litaln denga ln ma lsa llalh perlindunga ln da ltal pribaldi, terdalpalt prinsip ya lng ha lrus 

dipenuhi. Di Indonesial, prinsip perlindunga ln da lta l pribaldi ya lng da lpa lt ditemukaln denga ln 

mudalh a ldalla lh Prinsip Persetujualn (consent),30 berdalsa lrka ln pa lsa ll 26 alya lt (1) Unda lng-

Unda lng Republik Indonesia l Nomor 19 Talhun 2016 tentalng Peruba lha ln a ltals Unda lng-

Unda lng Republik Indonesia l Nomor 11 Talhun 2008 Tentalng Informa lsi Da ln Tra lnsa lksi 

Elektronik, ya lng menya lta lka ln : 

“Kecua lli ditentukaln lalin oleh peralturaln perundalng-unda lnga ln, pengguna la ln setia lp 

informalsi melallui medial elektronik ya lng menya lngkut da lta l priba ldi seseora lng ha lrus 

dilalkuka ln alta ls persetujualn ora lng ya lng besa lngkuta ln.”31 

Kemba lli pa ldal a lplikalsi PeduliLindungi, dijelalska ln a lpalbilal sebelum menjaldi 

pa lrtisipaln a lplikalsi, pengguna l dimintal persetujualn untuk membalcal Sya lra lt da ln Ketentualn 

sebelum mengguna lka ln a lplikalsi. Sya lra lt da ln Ketentualn pa ldal a lplikalsi ini merupa lkaln 

perjalnjialn ya lng dibua lt untuk pengguna l denga ln Kementerialn Keseha lta ln Republik 

Indonesia l sela lku Penyelengga lra l Sistem Elektronik alplikalsi PeduliLindungi. Sya lra lt daln 

Ketentua ln ini menga ltur tentalng pengelolala ln perlindungaln da ltal priba ldi palda l alplikalsi 

PeduliLindungi ya lng ha lrus disetujui oleh pengguna l sebelum mengguna lka ln a lplikalsi. 

Setelalh persetujualn ini diperoleh, malka l a lplikalsi ini da lpalt bekerjal sesua li denga ln tujualnnya l.  

Menurut Nurhidalya lti, dalla lm alplikalsi ini juga l terdalpa lt prinsip lalin ya lng terma lsuk 

da llalm hukum priva lsi di Indonesia l sebalga limalna l ya lng tercalntum dallalm pa lsa ll 15 Unda lng-

Unda lng Republik Indonesia l Nomor 11 Talhun 2008 Tentalng Informa lsi Da ln Tra lnsa lksi 

Elektronik, menya lta lkaln : 

1) Setialp Penyelengga lra l Sistem Elektronik ha lrus menyelengga lra lka ln Sistem 

Elektronik secalral a lnda ll daln a lma ln sertal bertalnggung ja lwa lb terhalda lp 

beroperalsinya l Sistem Elektronik sebalga limalna l mestinya l.  

2) Penyelengga lra l Sistem Elektronik bertalnggung ja lwa lb terhalda lp 

Penyelengga lra la ln Sistem Elektroniknya l.  
3) Ketentua ln seba lga limalna l dimalksud pa lda l a lya lt (2) tidalk berlalku da lla lm hall da lpa lt 

dibuktikaln terjaldinya l kea lda laln memalksa l, kesa llalha ln, daln/a lta lu kelallalia ln pihalk 

pengguna l Sistem Elektronik.32  

Da llalm pa lsa ll tersebut mengalndung bebera lpal prinsip ya litu prinsip Kea lnda llaln, 

Kea lma lna ln daln Talnggung Ja lwa lb. Ya lng malna l balhwa lsa lnya l penyedia l sistem elektronik 

wa ljib memfalsilitalsi sistem elektronik ya lng a lnda ll da ln a lma ln sertal berta lnggungja lwa lb a ltals 

operalsi sistem da ln tentunya l meneta lpkaln sta lndalr peneralpa ln. Pengertia ln da lri prinsip-prinsip 

tersebut menurut Nurhidalya lti ya litu : 

1) Prinsip Kea lnda llaln a lda llalh sega lla l sesua ltu ya lng da lpa lt memberikaln lalya lna ln ya lng 

a lkuralt kepalda l pengguna l melallui sistem, prosedur, infralstuktur, daln sumber 

da lya l ma lnusial ya lng meya lkinka ln; 

2) Prinsip Kea lmalna ln dialrtikaln seba lga li kea lmalna ln proses da llalm menjallalnka ln 

sistem elektronik seperti alplikalsi PeduliLindungi ya lng memberikaln ra lsa l a lmaln 

da ln kepalstialn hukum ba lgi pengguna l sistem elektronik; 

                                                             
30 Ibid. 
31 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 
32 Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik 
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3) Prinsip Ta lnggung Ja lwa lb itu sendiri dalpa lt dialrtikaln ba lhwa l penyelengga lra l 

sistem elektronik halrus bertalnggung ja lwa lb altals kerugia ln pengguna l a lplikalsi 

talnpa l ha lrus membuktikaln alda l tidalknya l kesa llalha ln pa ldal dirinya l.33 

Da llalm melalksa lna lkaln semual kegia ltaln ya lng terka lit denga ln pemrosesaln, 

pengelolala ln, pengguna la ln, penyeba lrlua lsa ln dalta l pribaldi, malkal perlu diperhaltikaln prinsip-

prinsip seperti ya lng tela lh dialtur dalla lm AlPEC Privalcy Fralmework ya litu :  

“Da ltal pribaldi ha lrus dikumpulkaln, disimpa ln, diproses alta lu diguna lka ln secalral jujur 

(falirly) daln sa lh (lalwfully). Untuk mengetalhui alpa lkalh da ltal pribaldi tersebut diperoleh secalra l 

jujur bialsa lnya l dilihalt dalri metode ya lng diguna lka ln untuk memperoleh, menyimpaln, 

memproses, altalu mengguna lka ln dalta l tersebut.”34 

Da lpa lt dikaltalka ln, a lpalbilal a lplikalsi PeduliLindungi ini merupalka ln sistem elektronik ya lng 

da lpalt diguna lka ln da lla lm proses perlindunga ln da lta l priba ldi kalrena l a lplikalsi ini suda lh 

tersertifikalsi daln mempunya li a lturaln internall tentalng perlindunga ln da ltal pribaldi ya lng 

memperhaltikaln a lspek peneralpa ln teknologi ya lng sa lh, sumber da lya l ma lnusia l, metode, da ln 

bialya lnya l.   

Meninjalu dalri penjelalsa ln, balhwa l penga lturaln untuk penyelengga lra la ln alplikalsi 

PeduliLindungi memiliki regulalsi ya lng jelals, ya litu pa ldal Keputusa ln Menteri Komunikalsi 

da ln Informa ltikal Republik Indonesial Nomor 171 Talhun 2020 tentalng Penetalpa ln Alplikalsi 

PeduliLindungi da llalm Ralngka l Pela lksa lna la ln Surveilalns Keseha ltaln Pena lnga lna ln Coronal 

Virus Disea lse 2019 (Covid-19) sehingga l kealnda llaln, kea lmalna ln da ln talnggungja lwa lb da lri 

pelalksa lna laln a lplikalsi ini beralda l di talnga ln Pemerintalh.  Na lmun, selallu terdalpalt rua lng da ln 

potensi untuk terjaldinya l kebocora ln da ltal sehingga l seluruh piha lk terutalma l Pemerintalh 

wa ljib untuk memalstika ln ba lhwa lsa lnya l da ltal priba ldi da llalm ra lngka l pela lksa lnala ln a lplikalsi 

surveila lns disimpaln, dira lwa lt, daln dijalga l kebenalra lnnya l. Da llalm ha ll ini, peraln pemerintalh 

sa lnga ltla lh dibutuhkaln, untuk menga lta lsi ma lsa llalh ya lng terbila lng cukup rumit untuk 

disepelekaln. 

 

KESIMPULAN 

Ba lhwa l pemerintalh telalh membualt peraltura ln mengenali perlindunga ln dalta l pribaldi 

seba lga li bentuk perlindungaln hukum preventif, seperti Peraltura ln Menteri Komunikalsi daln 

Informa ltikal Nomor 20 Ta lhun 2016 tenta lng Perlindunga ln Da lta l Priba ldi dallalm Sistem 

Elektronik. Nalmun bentuk perlindungaln hukum represif didalla lm peralturaln menteri ini, 

a lpalbilal terjaldi pelalngga lra ln da ltal priba ldi ha lnya l seba lta ls sa lnksi a ldministraltif daln tidalk diikuti 

denga ln sa lnksi pida lna l a lta lu sa lnksi la linnya l. Alkiba ltnya l tida lk a lda l ketalkutaln ya lng dira lsa lka ln 

pengelolal da ltal bilal terjaldi penya lla lhguna la ln dalta l palda l a lplikalsi PeduliLindungi ma lupun 

penyelengga lra l sistem elektronik lalinnya l. Da llalm hall ini, salnksi tersebut dinilali tidalk 

menimbulkaln efek jeral ba lgi pelalku.   

Terdalpa lt prinsip-prinsip perlindungaln da ltal pribaldi pa ldal peneralpa ln a lplikalsi 

PeduliLindungi ya lng dia ltur didalla lm Unda lng-Unda lng. Perta lmal, palda l peneralpaln prinsip 

persetujualn disesualikaln denga ln penyelengga lra ln alplikalsi PeduliLindungi, dimalna l alplikalsi 

tersebut membutuhkaln persetujualn pengguna l dialwa ll a lga lr da lta l pribaldinya l dikumpulkaln 

da llalm melalcalk perseba lraln virus Covid-19 di Indonesia l. Kedua l, pa ldal a lplikalsi 

PeduliLindungi, peneralpa ln prinsip-prinsip Kea lnda lla ln, Kea lma lnaln da ln Ta lnggung Jalwa lb 

ini jugal disesua likaln denga ln penyelengga lra la lnnya l, ya lng ma lna l penyelengga lra l sistem 

                                                             
33 Nurhidayati, Loc.Cit. 
34 Sinta Dewi Rosadi, Op.Cit., hal.7 
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elektronik waljib memfalsilitalsi sistem elektronik ya lng a lnda ll daln almaln sertal bertalnggung 

jalwa lb alta ls operalsi sistem daln tentunya l menetalpka ln stalndalr peneralpaln ba lgi pengguna lnya l. 
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